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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 153 /PMK.06/2021 

TENTANG 

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan pengaturan perencanaan 

kebutuhan barang milik negara berdasarkan ketentuan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan dalam 

rangka meningkatkan kualitas Perencanaan Kebutuhan 

Barang Milik Negara serta mengintegrasikan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik Negara dan penganggaran, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1031); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman 

serta melakukan pengelolaan BMN. 

3. Pengguna Barang adalah Menteri/Pimpinan Lembaga 

yang bertanggung jawab atas penggunaan BMN pada 

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 
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4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 

menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya 

dengan sebaik-baiknya. 

5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian 

Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L 

adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat 

Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara 

fungsional melaksanakan pengawasan intern yang 

bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan 

Lembaga. 

6. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut 

Kementerian adalah perangkat pemerintah yang 

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 

7. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan 

instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk 

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

atau peraturan perundang-undangan lainnya. 

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di 

lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas 

dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 

9. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi eselon I pada 

Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 

10. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan 

merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk 

menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu 

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar 

dalam melakukan tindakan yang akan datang. 

11. Rencana Kebutuhan BMN yang selanjutnya disingkat 

RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

12. RKBMN Hasil Penelaahan adalah RKBMN yang telah 

ditelaah dan ditandatangani oleh Pengelola Barang dan 

Pengguna Barang. 
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13. Usulan Perubahan RKBMN adalah dokumen RKBMN 

Hasil Penelaahan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan. 

14. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang 

selanjutnya disebut Renstra-K/L adalah dokumen 

perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 

(lima) tahun. 

15. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang 

ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan 

penggunaan BMN dalam Perencanaan Kebutuhan 

Kementerian/Lembaga. 

16. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang 

dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan 

penggunaan BMN dalam Perencanaan Kebutuhan 

Kementerian/Lembaga. 

17. Daftar Hasil Pemeliharaan BMN adalah dokumen yang 

memuat informasi mengenai pemeliharaan dalam 1 (satu) 

tahun anggaran atas BMN yang berada di dalam 

penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

18. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan 

pedoman bagi:  

a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam 

melakukan Perencanaan Kebutuhan BMN dan 

penyusunan RKBMN; dan  

b. Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan 

RKBMN. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk terselenggaranya 

Perencanaan Kebutuhan BMN yang terintegrasi, tertib, 

terarah, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan 

BMN yang efisien, efektif, dan optimal. 

 

Pasal 3 

(1) RKBMN disusun oleh Kuasa Pengguna Barang dan 

disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang. 
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(2) RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk 

dilakukan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, 

pemindahtanganan, dan penghapusan. 

 

Pasal 4 

(1) RKBMN disusun dengan berpedoman pada: 

a. Renstra-K/L; 

b. Standar Barang; dan 

c. Standar Kebutuhan. 

(2) Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan 

oleh Pengelola Barang. 

(3) Dalam proses penetapan Standar Barang dan Standar 

Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pengelola Barang dapat berkoordinasi dengan instansi 

atau dinas teknis terkait. 

(4) Standar Barang dan Standar Kebutuhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan 

sebagai pedoman dalam penyusunan RKBMN untuk 

penghapusan BMN. 

 

Pasal 5 

Perencanaan Kebutuhan BMN dilakukan secara elektronik 

melalui sistem informasi manajemen aset negara. 

 

Pasal 6 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai 

Perencanaan Kebutuhan BMN yang berada pada Pengguna 

Barang, meliputi: 

a. tugas dan wewenang; 

b. objek, bentuk, dan persyaratan Perencanaan Kebutuhan 

BMN; 

c. tata cara penyusunan dan penelaahan RKBMN; dan 

d. tata cara penyusunan dan penelaahan Usulan 

Perubahan RKBMN. 
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